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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan posisi hukum sebagai 

supremasi tertinggi diantara bidang bidang yang lainnya. Dalam Pasal 1 ayat 

(3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah 

negara hukum. Artinya adalah segala aspek kehidupan bangsa Indonesia 

diatur oleh hukum. 

Konsekuensi dari narasi supremasi hukum adalah setiap perbuatan yang 

bertentangan dengan hukum maka akan terdapat sanksi, hukuman atau ganti 

rugi. Dalam konteks hukum perdata ( private law ), jika terdapat perjanjian 

yang dilanggar oleh salah satu pihak maka pihak tersebut dikatakan telah 

melakukan wanprestasi, atau jika seorang melakukan kerugian bagi orang 

lain maka orang tersebut dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum. 

Dalam konteks perdata, pihak yang melakukan kerugian akan dituntut ganti 

rugi. Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi 

akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan 

Melawan Hukum
1
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M.A. Moegni Djojodirjo, Perbuatan Melawan Hukum, Cetakan Pertama, ( Jakarta: Pradnya Paramita, 
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Beda halnya dengan pidana. Sebagai hukum publik ( public recht ), 

hukum pidana bertujuan untuk memberikan rasa ketentraman dan keamanan 

bagi warga negara. Oleh karena itu, penegakkan hukum pidana merupakan 

kewajiban bagi negara. Melalui aparatur penegakkan hukum, seperti polisi, 

jaksa, juga majelis hakim sebagai perpanjangan tangan Tuhan di muka bumi, 

ada ekspektasi besar dalam masyarakat agar segala tindak pidana dapat 

diselesaikan melalui proses  due proccess of law. 

Penegakan hukum pidana didasarkan asas legalitas, yaitu suatu jaminan 

dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang 

dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan 

wewenang hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang 

boleh dan dilarang. Menurut asas tersebut, suatu perbuatan baru dikatakan 

tindak pidana jika perbuatan tersebut dilarang oleh undang undang. Asas ini 

menekankan tentang kepastian hukum atas segala perbuatan yang diduga 

merupakan tindak pidana. 

Proses penegakkan hukum pidana dimulai dari adanya penyeledikan 

atas adanya dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana tersebut dimulai 

dengan adanya laporan yang dibuat oleh polisi sendiri atau adanya aduan dari 

masyarakat. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan 

oleh kepolisian maka tersangka berikut berkasnya di limpahkan ke kejaksaan 

untuk siap disidangkan. Akhir dari proses tersebut ialah bebas atau tidaknya 

tersangka menurut majelis hakim. 
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Seiring berkembangnya zaman, sebagai social engineering teori hukum 

pidana tidak hanya membahas tentang tindak pidana yang termuat dalam 

code penal atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 

melainkan mengikuti perkembangan peradaban yang melahirkan tindak 

pidana lain dengan modus yang baru dan modern. Seperti dalam dunia cyber, 

banyak sekali tindak pidana yang terjadi, mulai dari pencemaran nama baik, 

penipuan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum maka harus 

diregulasikan sebuah peraturan cyber, sehingga lahirlah Undang Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Semakin canggihnya perkembangan tekhnologi, membuat bentuk 

kejahatan yang terjadi semakin bervariatif. Terlebih lagi tindak pidana 

dengan menggunakan lembaga keuangan khususnya bank sebagai perantara, 

misalnya kejahatan kerah putih (white crime) yang salah satunya adalah 

tindak pidana pencucian uang(money loundering), 

Kejahatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, 

juga sangat merugikan negara, karena dapat berimplikasi atas rusaknya 

stabilitas perekonomian nasional. Hal ini dikarenakan bahwa uang hasil 

kejahatan seperti penggelapan, penipuan, dan lain nya yang kemudian 

ditransfer atau dipindahkan ke bank lainnya ataupun dibelikan kepada aset 

aset membuat uang hasil tindak pidana seakan dibuat samar oleh pelaku,  

Ironisnya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat 

terjadinya tindak pidana pencucian uang yang cukup tinggi. Sering kali 
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diberitakan dalam media masssa atas terjadinya tindak pidana pencucian uang 

yang sudah tentu merugikan perekonomian bangsa dan mengganggu stabilitas 

nasional. 

Dalam konteks ini, dengan di sahkannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( 

selanjutnya disebut UU TPPU ), yang telah diubah dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian 

Uang ( selanjutnya disebut UU TPPU ), dan diganti dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana 

Pencucian Uang ( selanjutnya disebut UU PP-TPPU ), di harapkan tindak 

pidana pencucian uang dapat di cegah dan di berantas. 

Karakteristik dasar dari tindak pidana pencucian uang adalah kejahatan 

yang bermotif mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu, tujuan 

dari tindak pidana tersebut ialah untuk menyamarkan uang hasil kejahatan 

seperti mengalihkan uang tersebut menjadi aset bergerak maupun tidak 

bergerak, ataupun di transfer ke bank lain agar jejak tindak pidana tersebut 

hilang.  

Secara garis besar, yang dapat dipahami dari pendapat para pakar dapat 

disimpulkan bahwa kegiatan pencucian uang adalah suatu proses untuk 

menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang di peroleh dari 

hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. 
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Andrew Haynes mengatakan bahwa paradigma baru dalam 

menanggulangi kejahatan dapat di lakukan dengan cara menghilangkan nafsu 

dan motivasi pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, dengan cara 

menghalanginya untuk menikmati hasil atau buah dari kejahatan yang 

dilakukannya.
2
 Karena hasil kejahatan merupakan life blood of thecrime, 

artinya hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupitindak kejahatan 

sekaligus titik terlemah dari rantai kejahatan yang paling mudah di deteksi. 

Upaya memotong rantai kejahatan ini selain relatif mudah di lakukan juga 

akan menghilangkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan karena 

tujuan pelaku kejahatan untuk menikmati hasil kejahatannya terhalangi. 

Para penegak hukum harus senantiasa ikut andil dalam memberantas 

tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang, salah satu 

keikutsertaan para penegak hukum yakni dengan di tegakannya hukum yang 

berlaku saat ini guna mencapai tujuan hukum itu sendiri. Salah satu tindakan 

penegak hukum khususnya dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana 

pencucian uang dengan menjatuhkan pidana kepada terdakwa.  

Hasil putusan oleh Majelis Hakim kemudian Jaksa sebagai eksekutor 

yang bekerjasma dengan pihak Lembaga Permasyarakatan dalam 

melaksanakan pidana tersebut harus mendapat sorotan yang lebih karena 

tidak ada gunanya putusan yang di keluarkan oleh Majelis Hakim tanpa ada 

pelaksanaan yang maksimal.  

                                                           
2
Dikutip dari paper untuk mendukung delegasi RI pada forthy-seventh session of the comision on narcotic 

drugs, yang diselenggarakan di Wina 15-22 maret 2004, hlm. 2. 
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Berbicara mengenai sanksi, pemberian sanksi pidana pada tindak 

pidana pencucian uang sebagai kejahatan extraordinary crime setidaknya 

memberikan efek jera bagi pelaku yang melakukan tindak pidana pencucian 

uang. Akan tetapi melihat realitas sekarang tindak pidana pencucian uang 

yang seakan tidak memberikan efek yang jera kepada pelaku tindak pidana, 

semakin maraknya tindak pidana pencucian uang yang terjadi menunjukkan 

bahwa upaya preventif dari undang undang belum berjalan maksimal. Disisi 

lain, efektivitasdengan adanya tindak pidana pencucian uang belum 

memberikan efek jera terhadap pihak pihak lain. 

Padahal, penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi merupakan 

upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Konsep pertumbuhan 

ekonomi pada dasarnya. mengacu pada konsep pertumbuhan ekonomi yang 

diterapkan formulasinya oleh Max Weber. Formula yang di kembangkan oleh 

Max Weber membutuhkan hukum sebagai salah satu landasan pembangunan 

industrialisasi di Eropa. Menurutnya peranan hukum dalam pembangunan 

setidaknya harus mampu menciptakan lima kondisi yaitu Stability, 

Predictibality, Fairness, Education, dan The special development abilities of 

the lawyers.
3
 

Berdasarkan urain di atas maka penulis tertarik untuk 

membahas tentang “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE 

DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG 

                                                           
3
 Fokky Fuad, Hukum, Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi, Lex Jurnalica Vol.5 No. 1, Desember 2007, 

hal 11 
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BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENIPUAN, STUDI 

KASUS PUTUSAN NOMOR : 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL 

Tanggal 25 Agustus 2015” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan 

beberapa masalah : 

1. Bagaimanakah Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam 

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak 

Pidana Penipuan ? ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor :440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL 

Tanggal 25 Agustus 2015 ) 

2. Bagaimanakah Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan ?  (Studi Kasus 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 

:440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015 ).  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian 

adalah : 

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam 

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak 
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Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Nomor 

440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015 

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam 

Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang 

Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus 

440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil dari penulisan ini di harapkan dapat memperkaya khazanah, 

Sehingga menjadi muatan baru dalam memberikan perlindungan. 

Selain itu, Penulisan ini juga di harapkan dapat memberikan 

sumbangsih kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang lebih 

baik lagi. 

2. Manfaat praktis  

a. Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber 

kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam 

pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat 

untuk meneliti lebih lanjut tentang tindak pidana pencucian 

uang. 

b. Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan 

balik bagi para pihak yang berkompeten dalam 

pengembangan hukum tindak pidana pencucian uang. 
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c. Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan 

yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di 

lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah 

ilmu pengatahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang 

ada. 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri 

dari berbagai cara dan kegiatan yang di lakukan dalam rangka 

mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk 

melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya 

adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk Penelitian 

 Bentuk penelitian penulis yaitu normatif. penelitian 

hukum yang di lakukan dengan cara meneliti dan mengadakan 

penelusuran literatur hukum serta menganalisa baik melalui data 

primer maupun sekunder. 

2. Sifat Penelitian. 

  Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena 

penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan 

permasalahan dalam skripsi ini. 
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3. Sumber Data 

   Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini 

antara lain :
 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, 

terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam 

penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana 

Pencucian Uang ( selanjutnya disebut UU TPPU ), 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( selanjutnya 

disebut UU TPPU ), dan Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan 

Tindak Pidana Pencucian Uang ( selanjutnya disebut UU 

PP-TPPU ) . 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah 

dari kalangan hukum.Bahan hukum tersier, yaitu; kamus 

maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk 

memperjelas sumber hukum primer dan sekunder. 
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F.  Sistematika Penulisan 

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung 

di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk 

membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide 

pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya 

ilmiah ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang , rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tindak pidana secara umum, unsur 

unsur pidana, tindak pidana penipuan 

BAB III TINJAUAN KHUSUS TENTANG TINDAK PIDANA 

PENCUCIAN UANG 

Dalam bab ini diuraikan mengenai batasan batasan dalam tindak pidana 

pencucian uang, unsur unsur yang terdapat di dalamnya, sanksi, hingga 

proses penegakan hukum atas tindak pidana pencucian pencucian uang 

BAB IV ANALISA HUKUM MENGENAI PENERAPAN 

RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA 
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PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK 

PIDANA PENIPUAN, STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 

440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015 

Dalam bab ini penulis menjawab dua permasalahan, antara lain  

1. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Tindak Pidana Pencucian 

Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Penipuan, Studi Kasus Putusan 

Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL Tanggal 25 Agustus 2015 

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam 

Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana 

Penipuan, Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pid.B/2015/PN.JKT.SEL 

Tangga 25 Agustus 2015 

BAB V PENUTUP 

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada, serta saran-saran yang di harapkan menjadi solusi 

bagi permasalahan yang di bahas dalam skripsi ini. 

 

 

 

 

 




